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Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan 
Nomor 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg tentang Mengangkut Hasil Hutan secara 
Ilegal ini bertujuan menjawab rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim 
terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan secara ilegal dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg? dan bagaimana 
analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan 
secara illegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 
123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg?. 
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Data 
yang dipaparkan secara deskriptif dan dianalisis dengan pola pikir deduktif guna 
mendapatkan kesimpulan yang khusus. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam 
Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg kurang sesuai atau dibawah minimal 
dari Undang-Undang yang berlaku, yakni pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap 
pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan secara illegal yakni hukuman takzir 
karena perbuatan tersebut merupakan perusakan lingkungan yang hukumannya 
belum ditentukan oleh syara’. Sedangkan untuk menetapkan hukumannya 
dipasrahkan pada pemerintah, tetapi pemerintah pun tidak boleh semena-mena 
dalam menetapkannya karena sudah ada Undang-Undang yang mengatur tindak 
pidana tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa minimal hukum pelaku 
tindak pidana 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
Dengan kesimpulan di atas, penulis mengharapkan kepada aparat 
penegak hukum, hendaknya dapat menerapkan hukum sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, hukuman untuk setiap tindak pidana khususnya pembalakan liar 
(Illegal Logging) dengan melihat beberapa aspek yang ditimbulkan bagi 
masyarakat umum dan kerugian bagi negara. Dan guna terciptanya suatu Putusan 
yang adil dan mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana 
mengangkut hasil hutan secara illegal. Serta penulis mengharap kepada 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hutan adalah bukti cinta kasih dan pemberian dari Tuhan Yang Maha 
Esa yang telah diamanahkan kepada bangsa Indonesia. Hutan merupakan 
kekayaan yang dikuasai oleh negara guna memberikan manfaat bagi umat 
manusia yang wajib disyukuri dan dijaga kelestariannya untuk kesejahteraan 
masyarakat Indonesia baik untuk masa sekarang maupun untuk generasi 
selanjutnya.
1
 Hutan adalah wilayah hamparan yang luas dan mempunyai 
banyak tanam-tanaman lebat yang berisi diantaranya pohon, semak, rumput, 
jamur dan lain-lain sebagainya serta menempati daerah yang sangat luas. 
Hutan memiliki fungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide 
sink) dan penghasil oksigen untuk bumi. 
Hutan dalam hakikatnya sebagai salah satu sistem penyangga 
kehidupan telah banyak memberikan banyak manfaat bagi manusia, oleh 
karenanya harus dijaga dan dilestarikan. Hutan mempunyai manfaat sebagai 
penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia 
internasional sangat penting. Hutan pula memberikan perlindungan bagi 
manusia, dan manusia juga memerlukan hasil dari hutan untuk 
keberlangsungan hidup. Demikian juga hutan merupakan tempat hidup 
binatang liar dan makhluk didalamnya. 
                                                          
1
 Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika,            
2014), 1. 
 


































Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 
konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang 
berada didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran 
rakyat sebesar-besarnya, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa 
mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, berkelanjutan, dan 
berkesinambungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus 
dilakukan berdasarkan asas manfaat lestari, kerakyatan, keadilan, 
kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan yang dilandasi akhlak mulia dan 
sifat tanggung jawab.
2
 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2013 
Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: 
hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam 
lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. 
Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa: 
hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat 
kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Kawasan hutan.
3
 
Hutan di Indonesia merupakan sumber utama kekayaan alam dan 
salah satu unsur pertahanan nasional yang wajib dilindungi dan dimanfaatkan 
untuk kesejahteraan rakyat secara tetap dan bertahan. Kerusakan hutan yang 
terjadi ialah pembalakan hutan secara liar, penebangan tanpa adanya izin 
tertentu, perkebunan secara illegal, dan pengangkutan hasil hutan tanpa izin.
4
  
Namun kenyataan yang ada pada saat ini justru kasus eksploitasi hutan secara 
ilegal terus meningkat, yang bertujuan hanya untuk keuntungan pribadi 
                                                          
2
 Abdul Rohman Upara,‛Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan tanpa 
Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan‛, Jurnal Legal Pluralism, Nomor, Vol. 5 
(Januari, 2015), 25. 
3
 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. 
4
 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 1997), 2. 
 


































semata tanpa melihat dampak yang terjadi. Eksploitasi hutan secara tidak sah 
atau disebut illegal logging. Praktik illegal logging telah mengantarkan 
sumber daya hutan antara ada dan tiada. Secara program sedikitnya ada 5 
faktor yang menjadi penyebab pendorong terjadinya praktik illegal logging, 
ialah: (1) krisis ekonomi; (2) perubahan iklim; (3) lemahnya koordinasi antara 
aparat penegak hukum; (4) adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme; (5) 
lemahnya sistem harga kayu hasil tebangan liar yang lebih murah.
5
 
Mengangkut hasil hutan tanpa izin merupakan tindak pidana yang 
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: 
1) Pasal 83 ayat (1) 
a) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau 
memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; 
b) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 
c) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h 
Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima 
ratus juta rupiah). 
2) Ayat (2) 
a) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau 
memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; 
b) mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 
                                                          
5
  Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), 301. 
 


































c) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan 
dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh rang perseorangan yang bertempat 
tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 
(dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah). 
Bukan dalam Undang-Undang saja yang mengatur tentang dilarang 
membuat kerusakan alam terutama hutan, dalam Islam juga mengatur 
demikian tentang larangan pengerusakan alam. Sebagaimana firman Allah swt 
dalam Surah Ar-R<um ayat 41: 
ٱٱأٱٱٱ
 
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 
merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar).
6
 
Abu Dawud menafsirkan bahwa Rasul melarang penebangan pohon 
tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. 
Penebangan pohon hanya boleh dilakukan jika telah diketahui dan 
diminimalisir dampak yang terjadi. 
Hukum pidana Islam juga memandang bahwasannya suatu perbuatan 
baru dirasa sebagai tindak pidana bila sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Tindak 
pidana pelanggaran dalam hal mengangkut hasil hutan secara ilegal belum 
diatur dalam hukum pidana Islam. Namun dalam hal ini tindak pidana 
                                                          
6
 Yayasan Bina’ Muwahhidin, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bekasi: Sukses Publishing), 409. 
 


































mengangkut hasil hutan tanpa izin merupakan perbuatan tindak pidana karena 
ikut membantu perbuatan yang tercela dan dilarang oleh Allah. 
Tindakan perusakan lingkungan dalam hukum pidana Islam masuk 
kepada jarimah takzir yang dijatuhi hukuman takzir. Bentuk jarimah takzir 
adalah suatu bentuk ‚hukuman‛ dan juga ‚pendidikan‛ bagi orang-orang yang 
melakukan kejahatan yang tidak ada ketentuan ḥad dan kafaratnya di dalam 
Alquran.
7
 Bentuk lain dari jarimah takzir adalah suatu kejahatan yang 
bentuknya ditentukan oleh pemerintah tetapi sesuai atau tidaknya 




Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin meningkat seiring 
dengan meningkatnya populasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Hal ini tidak hanya terjadi di 
Indonesia saja, tetapi di kawasan dunia. Masalah lingkungan hidup yang 
terjadi di Indonesia pada saat ini ialah penebangan hutan secara liar atau 
pembalakan hutan, polusi air dari limbah industri maupun rumah tangga, 
pertambangan, kebakaran hutan, perambahan suaka alam atau suaka 
margasatwa, perburuan liar, penghancuran terumbu karang, pembuangan 
sampah secara liar. Kerusakan hutan pemicu utama terjadinya tanah longsor 
dan bencana alam lainnya. Maka untuk menindak lanjuti perusakan hutan 
                                                          
7
 Khamami Zada dkk, ‚Ta’zir dan Kewenangan Pemerintahan dalam Penerapannya‛, Ahkam 
Jurnal Ilmu Syariah, No. 1, Vol. 17 (2017), 155.  
8
 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2000), 163. 
 


































secara ilegal perlu aturan yang mengatur dengan tegas, agar alam terlindungi 
kelestariannya dan tidak akan terjadi kerusakan alam. 
Salah satu contoh tindak pidana kehutanan adalah mengangkut hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan di 
Pengadilan Negeri Jombang nomor putusan: 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg. 
Tindak pidana terjadi ketika terdakwa Sukanto bin Setu secara sendiri-sendiri 
atau orang perseorangan, pada tanggal 27 Desember 2018 atau setidak 
tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2018 bertempat di 
Kawasan hutan Perhutani petak 99 RPH Tanjung BPKPH Ploso Timur KPH 
Jombang tanah turut Dusun. Tanjung Desa Tanjung Wadung Kecamatan 
Kabuh Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya termasuk wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut, yang melakukan Memuat, Mengangkut, Menguasai atau 
Memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sebagaimana diatur dalam pasal 
83 ayat (1) huruf b ayat 3 Jo Pasal 12 huruf e, perbuatan yang dilakukan 
terdakawa sebagimana berikut: 
Berawal ketika terdakwa ingin membuat pintu dapur di rumah 
terdakwa yeng berada di Dusun Bancang Desa Sumberjo, Kecamatan 
Plandaan, Kabupaten Jombang selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk 
mengambil kayu di hutan yang bertujuan untuk mebuat pintu dapur di rumah 
terdakwa. Terdakwa melihat ada pohon kayu jati yang roboh lalu terdakwa 
memotong pohon tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan ukuran dua meter, 
 


































lalu kayu tersebut akan dibawa pulang oleh terdakwa saat akan keluar hutan 
terdakwa ditangkap oleh petugas sekitar. Bahwa terdakwa tidak mempunyai 
ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon hasil hutan tersebut. 
Menurut pertimbangan hakim, bahwa terdakwa telah didakwa dengan 
dakwaan alternatif ketiga oleh Penuntut Umum yang diatur dalam pasal 83 
ayat (1) huruf b, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2013 Jo pasal 12 huruf e, Undang-Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Dalam putusan hakim menyatakan terdakwa Sukanto bin Setu 
tersebut telah terbukti secarah sah dan meyakini bersalah melakukan tindak 
pidana ‚Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)‛. Sebagaimana dalam dakwaan 
alternatif dan menjatuhakan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah 
Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Dari putusan yang telah ditetapkan 
hakim, hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana hakim 
menjatuhkan pidana penjara dibawah minimal yang ditetapkan. 
Hakim seharusnya diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, 
mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana. Namun dalam hal 
memutus suatu perkara hakim terkadang dan menghukum terdakwa hakim 
memberikan pertimbangan hukum yang kurang tepat. 
 


































Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
lebih lanjut skripsi dengan judul ‚Analisis Hukum Pidana Islam Mengangkut 
Hasil Hutan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 
123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg).‛ 
 
B. Identifikasi Masalah 
Pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, ada 
beberapa masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka peneliti 
mengidentifikasi masalah sebagai berikut:  
1. Melakukan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan secara ilegal. 
2. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan 
secara ilegal. 
3. Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku. 
4. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tidak pidana 
pengangkutan kayu hasil hutan secara ilegal. 
 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah 
yang akan diteliti: 
1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan 
ilegal terhadap Putusan Nomor: 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg. 
 


































2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana mengangkut hasil 
hutan secara ilegal terhadap Putusan Nomor: 
123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka peneliti 
menjadikan pokok pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana mengangkut 
hasil hutan secara ilegal Putusan Nomor: 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg? 
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 
mengangkut hasil hutan secara ilegal Putusan Nomor: 
123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg? 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ialah pemaparan ringkas tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputaran masalah yang akan 
diteliti sehingga terlihat lebih jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini bukan 
pengulangan atau duplikasi dari peneliti terdahulu. Maka peneliti melakukan 
pengkajian terhadap peneliti terdahulu tentang pengangkutan hasil hutan 
secara ilegal. Diantaranya ialah: 
1. Skripsi Wikan Tomas Christyan Fakultas Hukum Universitas 
Pembangunan Nasional ‚Veteran‛ Jawa Timur Tahun 2014 berjudul 
tentang ‚Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut 
 


































Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Pengadilan 
Negeri Rembang‛ yang membahas tentang unsur-unsur tindak pidana 
illegal logging dan penerapan sanksi pada tindak pidana illegal logging di 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang. Sedangkan peneliti akan 
mengkaji tentang sanksi yang dijatuhi kepada pelaku pengangkutan hasil 
hutan secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 




2. Skripsi Muhammad Zubair Husain Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2012 berjudul tentang 
‚Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) oleh 
Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto)‛ yang 
membahas tentang ketentuan hukum acara pembuktian dalam tindak 
pidana penebangan liar (illegal logging), pelaksanaan hukum  acara tentang 
tindak pidana penebangan liar, dan pandangan hukum Islam terhadap 
hukum pembuktian tindak pidana penebangan liar (illegal logging). 
Sedangkan peneliti akan mengkaji tentang sanksi yang dijatuhi kepada 
pelaku pengangkutan hasil hutan secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
10
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 Wikan Tomas Christyan, ‚Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang‛, (Skripsi 
Universitas Pembangunan ‚Veteran‛ Jawa Timur, Surabaya, 2014). 
10
  Muhammad Zubair Husain, ‚Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) 
Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto)‛, (Skripsi Universitas 
Negeri Islam Alauddin, Makassar, 2012). 
 


































3. Skripsi Linda Mujstika Dewi Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung Tahun 2016 berjudul tentang ‚Tindak Pidana Pembalakan Liar di 
Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pangandaran Dihubungkan dengan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan‛ yang membahas tentang penyebab 
terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung 
Kabupaten Pangandaran, sanksi pidana terhadap pembalakan liar, dan 
upaya penanggulangan pembalakan liar di kawasan hutan lindung 
Kabupaten Pangandaran. Sedangkan dalam hal ini peneliti akan mengkaji 
tentang sanksi yang dijatuhi kepada pelaku pengangkutan hasil hutan 
secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 




4. Skripsi Indah Rezeki Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 
Darussalam Banda Aceh Tahun 2014 berjudul tentang ‚Tindak Pidana 
Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Penelitian di Wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Jantho)‛ yang membahas tentang faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa surat 
keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Anggota Polri dan 
penerapan pidana terhadap anggota Polri yang mengangkut hasil hutan 
tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan. Sedangkan dalam hal ini peneliti 
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  Linda Mujstika Dewi, ‚Tindak Pidana Pembalakan Liar di Kawasan Hutan Lindung 
Kabupaten Pangandaran Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan‛, (Skripsi Universitas Pasundan, 
Bandung, 2016). 
 


































akan mengkaji tentang sanksi yang dijatuhi kepada pelaku pengangkutan 
hasil hutan secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
12
  
Berdasarkan beberapa uraian judul skripsi di atas, maka menunjukkan 
bahwa peneliti berbeda dengan peneliti terdahulu. Dimana, dalam penelitian 
ini, peneliti lebih menekankan terhadap analisis Putusan Pengadilan Negeri 
yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pengangkutan hasil 
hutan secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai dengan pasal 83 ayat (1) 
huruf b, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. 
 
F. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, mengenai tujuan penulisan 
skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana 
pengangkutan hasil hutan secara ilegal Putusan Nomor: 
123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap 
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  Indah Rezeki, ‚Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan 
Negeri Jantho)‛, (Skripsi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014). 
 


































G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian ini, diharapkan memiliki dua manfaat yaitu 
manfaat secara teoritis dan secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Aspek teoretis (keilmuan) 
       Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
pedoman untuk menyusun hipotesis penulis berikutnya apabila ada 
kesamaan masalah dan memperluas pengembangan ilmu hukum dalam 
bidang penerapan sanksi, khususnya tentang tindak pidana terhadap 
sanksi tindak pidana pengangkutan hasil hutan secara ilegal. 
2. Aspek praktis (terapan) 
       Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hokum yang 
diperlukan demi menjamin terciptanya suatu keadilan dan suatu 
kepastian hukum yang sesuai terhadap Undang-Undang, dan 
terwujudnya hukuman yang tepat kepada setiap pelaku tindak pidana 
pengangkutan hasil hutan secara ilegal. Penelitian ini bisa diharapkan 
dapat menjadi sumber informasi kepada masyarakat yang melakukan 
usaha mengangkut hasil hutan agar mempunyai izin dari pihak yang 




H. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam skripsi 
ini maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut: 
 


































1. Analisis Hukum Pidana Islam illegal logging adalah suatu cara 
pandangan suatu aspek dalam sitem kehidupan yang berlandaskan 
dengan Alquran dan Hadis mengajarkan setiap pandangan-pandangan 
fundamental tentang Tuhan, jiwa, kehidupan alam semesta, iman, 
ilmu, akhlak, kepribadian dan lain sebagainya agar dalam menjalankan 
kehidupan agar tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam. 
2. Mengangkut Hasil Hutan adalah kegiatan membawa, mengambil 
sesuatu yang berada di kawasan sekitar hutan Perhutani petak 99 RPH 
Tanjung BPKPH Ploso Timur KPH Jombang tanah turut Dusun. 
Tanjung Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh Kabupaten 
Jombang 
3. Ilegal adalah tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum dan Undang-
Undang yang ada. 
 
I. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah 
penelitian hukum kepustakaan yang berkenaan dengan pengumpulan bahan 
yang relevan, dan bersumber dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang 
berkaitan dengan objek penelitian ini.
13
 Adapun jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan kualitatif, yaitu 
Statute Approach menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti atau ditangani, 
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  Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 25. 
 


































berasal dari bahan tertulis yaitu dokumen, Undang-Undang maupun artikel 
dan Case Appoarch dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang 
dihadapi dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
1. Bahan Hukum 
a. Bahan Hukum Primer 
1) Dokumen berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
2) Dokumen Soft file Salinan putusan Pengadilan Negeri 
Jombang Nomor: 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg yang diunduh 
dari situs resmi Mahkamah Agung dan print out Salinan 
putusan tersebut. 
b. Bahan Hukum sekunder 
Dokumen berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan 
penelitian dalam skripsi ini, diantaranya: 
1) Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor 
Kehutanan, Jakarta : Sinar Grafika, 2014. 
2) Abdul Rohman Upara, Jurnal Legal Pluralism, Volume 5 
Nomor 1, 2015. 
3) Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan 
Segi-segi Pidana, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997. 
4) A. Djazuli, Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan 
Dalam Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000. 
2. Teknik pengumpulan data 
 


































Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik 
kepustakaan, yaitu teknik penelusuran informasi yang bersumber dari 
buku, Undang-Undang, jurnal, artikel dengan cara membaca dan 
menelaah dokumen dan sumber data yang berkaitan dengan persoalan 
dalam penelitian ini. 
3. Teknik pengolahan data 
       Data yang didapatkan selanjutnya diolah dengan cara 
sebagai berikut: 
a. Editing, yakni melaksanakan pemeriksaan kembali pada data-
data yang didapatkan secara cermat dan baik dan sumber primer 
atau sumber sekunder,
14
 tentang kajian hukum pidana Islam 
terhadap putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg. 
b. Organizing, yakni mengatur dan mensistematikan data yang 
berisi dengan struktur paparan yang telah direncanakan yang 
tersusun pada bab III tentang tindak pidana mengangkut hasil 
hutan secara ilegal dalam putusan Nomor 
123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg. 
c. Analizing, yakni memberikan Analisa analisis hukum pidana 
Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memtuskan 
sanksi tindak pidana mengangkut hasil hutan secara ilegal dalam 
putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg.  
4. Teknik analisis data 
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 Masruhan, Metode Penelitian (Hukum), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197. 
 
 


































Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduksi, yakni 
menggambarkan objek dalam penelitian tentang efektivitas sanksi 
bagi tindak pidana mengangkut hasil hutan secara ilegal kemudian 
ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam 
putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 
123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg dan dalam perspektif hukum pidana 
Islam. 
 
J. Sistematika Pembahasan 
Dalam menyusun skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum Pidana 
Islam Mengangkut Hasil Hutan Secara Ilegal Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Jombang Nomor: 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg‛ diperlukan adanya suatu 
sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi adalah 
sebagai berikut: 
Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini mengurai tentang latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua merupakan landasan teori. Bab ini menjabarkan tentang 
Illegal Logging dalam hukum pidana Islam meliputi pengertian, dasar hukum, 
serta macam-macamnya. 
Bab ketiga merupakan pembahasan tentang Putusan Pengadilan 
Negeri Jombang Nomor: 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg tentang mengangkut 
 


































hasil hutan secara ilegal, deskripsi perkara,  pertimbangan hakim mengenai 
penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan 
secara ilegal. 
Bab keempat memaparkan tentang analisis data Putusan Pengadilan 
Negeri Jombang Nomor: 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg tentang mengangkut 
hasil hutan secara ilegal dan analisis menurut hukum pidana Islam. 
Bab kelima merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari pokok 
pembahasan yang dianalisis di bab-bab sebelumnya dan saran untuk penegak 























































LANDASAN TEORI  
 
A. Illegal Logging Dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Illegal Logging 
Pengertian Illegal Logging terbagi menjadi dua yaitu arti secara sempit 
dan arti secara luas. Pengertian arti sempit adalah hanya menyangkut 
penebangan kayu secara liar, sedangkan arti luas menyangkut setiap 
perbuatan atau tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan meliputi 




Pembalakan liar atau yang biasa disebut dengan illegal logging adalah 
kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu 
maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak mempunyai izin dari 
pihak setempat.
16
 Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan kayu illegal (Illegal 
Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawan Ekosistem Leuser dan 
Taman Nasional Tanjung Putting, istilah Illegal logging diidentikan dengan 
arti penebangan kayu ilegal (tidak sah), arti Illegal Logging disamakan 
dengan penebangan kayu ilegal.
17
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  Helena Verawati M, Skripsi: ‚Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana 
Illegal Logging di Kawasan Hutan Provinsi Lampung‛, (Lampung: UNILA, 2016), 12. 
16
 Ananda Rizki Septian, Illegal Logging (Pembalakan Liar): Pengertian, Dampak, dan Dasar 
Hukum, (http://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar, Diakses pada 26 Februari 2020, 
2020). 
17
  Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Penebangan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), 298. 
 


































Illegal logging adalah susunan kegiatan dalam hal kehutanan dalam 
bentuk pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang berlawan 
dengan aturan hukum yang berlaku yang berakibat pada kerusakan hutan. 
Dasar yang penting dalam kegiatan illegal logging adalah perusakan hutan 
yang akan berakibat pada kerugian dari segi ekonomi, ekologi dan sosial 
budaya. Oleh sebab itu perbuatan tidak melalui proses perencanaan secara 
rinci, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang akan 




2. Dasar Hukum Illegal Logging 
Ketetapan sanksi hukum bagi perbuatan pidana (illegal logging) diatur 
didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam bentuk perlindungan bagi hutan, 
sejumlah ketentuan pidana larangan tegas yang ditunjuk kepada setiap 
orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti 
mengangkut hasil hutan izin dari pihak yang berwenang. Ketetapan 
penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam 
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi: 
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 
dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; 
b) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 
c) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar sebagaiama dimaksud dalam Pasal 12 huruf h 
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  Musdalifah Supriady, Skripsi: ‚Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal 
Logging) Studi Kasus Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN. MU‛, (Makassar: UNHAS, 2017), 46. 
 


































Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 




(2)  Orang perseorangan yang karena kelalainnya: 
a) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 
dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; 
b) Mengangkut, mengusai atau memiliki hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 
c) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang disangka berasal dari 
hasil penebangan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf h. 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 
(delapan) bulan dan lamanya 3 (tiga) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan 
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan 
dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(4) Korporasi yang: 
a) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 
dan/atau memiliki hasil penebangan di sekitar hutan tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; 
b) Mengangkut, mengusai, atau memiliki hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurf e; dan/atau 
c) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang disanka berasal dari hasil 
penebangan liar sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h. 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, 39. 
20
  Ibid., 41. 
 


































Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 98 ayat 
(1), yang berbunyi: 
Bahwa setiap orang yang disengaja melakukan suatu perbuatan 
yang berakibat terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, 
atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dikenai pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 




3. Unsur-unsur Tindak Pidana Illegal Logging 
Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur 
tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan 
yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai pula dengan 




Agar dapat tahu adanya tindak pidana, maka pada dasarnya 
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang 
perbuatan yang dilarang dan diikuti dengan sanksi yang tegas. Perbuatan 
pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yakni dapat dilarang 
dengan ancaman pidana jika melanggar. Unsur-unsur tindak pidana yang 
terdapat didalam KUHP, adalah: 
(1) Unsur perlakuan 
(2) Unsur melawan hukum 
(3) Unsur kesalahan 
(4) Unsur keadaan yang mengikuti 
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  Arif Zulkifli, Dasar-dasar Ilmu Lingkungan, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), 62. 
22
  Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59. 
 


































(5) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana 
(6) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
(7) Unsur konstitutif 
Dari unsur-unsur tersebut, diantaranya yaitu unsur kesalahan dan 
melawan hukum adalah masuk dalam unsur subyektif, sedangkan lainnya 
termasuk dalam unsur obyektif.
23
 
Unsur-unsur tindak pidana illegal logging termuat dalam Pasal 12 
yakni: 
Setiap orang dilarang: 
a) Melakukan penebangan pohon dalam hutan yang tidak sesuai 
dengan izin pemanfaatan hutan; 
b) Melakukan penebangan pohon dalam wilayah hutan tanpa 
mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; 
c) Melakukan penebangan pohon di wilayah hutan secara tidak sah; 
d) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 
dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa 
adanya izin; 
e) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan; 
f) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa 
izin pejabat yang berwenang; 
g) Membawa alat-alat yang berat dan/atau alat-alat lainnya yang 
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil 
hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 
h) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar; 
i) Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, 
atau udara; 
j) Menyelundupan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, 
atau udara; 
k) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan 
dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari 
pembalakan liar; 
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l) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak 
sah, dan/atau; 
m) Menerima, menjual, meneerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 




Mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut ialah: e) mengangkut, 
mengusai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. 
Jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka dikategorikan dalam 
illegal logging dan diatur dalam pasal 12 huruf e dan ketentuan pidanya 
diatur dalam Paal 83 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Hukum Acara 
Pidana bila hukuman diatas dari 2/3 dari minimal hukuman yang 
ditentukan oleh Undang-Undang yang terkait sah dan putusan dari hakim 
tidak bermasalah jika hukuman dibawah 2/3 dari minimal hukuman yang 
ditentukan oleh Undang-Undang putusan hakim bermasalah. Dan diputusan 
hakim ini masih dibawah minimal dari 2/3 minimal hukuman jadi putusan 
hakim ini bermasalah.  
 
4. Illegal Logging dalam Hukum Islam 
Dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana atau hukuman dikenal 
dengan istilah ‘uqu>bah. Tujuan dari menjatuhkan hukuman adalah 
mencegah dan memelihara ketertiban masyarakat, sekaligus melindungi 
kepentingan individu. Tindak pidana dalam Islam disebut jarimah, berasal 
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dari kata ajrama, yajrima yang berarti melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan lurus 
atau semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Sedangkan jinayah 
berasal dari kata jana, yajni yang berarti kejahatan, pidana atau criminal. 
Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena 
menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi agama, jiwa, akal, dan harta 
benda. 
Tindak pidana penebangan pohon merupakan suatu perbuatan yang 
dilarang dalam Islam. Penebangan pohon secara liar adalah bagian dari 
tindak pidana illegal logging. Illegal logging ialah suatu kegiatan 
pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah tanpa adanya izin dari pihak 
yang berwenang, kegiatan tersebut meliputi menebang, mengeluarkan, 
mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan. Dalam Islam 
melarang seseorang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan 
kerusakan di bumi, karena bumi diciptakan untuk dimanfaatkan dengan 
baik oleh umat manusia. Penebangan pohon secara liar merupakan upaya 
dalam pengerusakan hutan, karena perbuatan itu berakibat pada kerusakan 
dan kerugian masyarakat.
25
 Dalam Hukum Pidana Islam sendiri belum 
mengatur secara khusus mengenai hukuman bagi pelaku illegal logging, 
tetapi perbuatan tersebut sama dengan perusakan yang mengakibatkan 
kerugian dan dikenai dengan jarimah takzir. 
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B. Jarimah Takzir 
1. Pengertian Jarimah Takzir 
Menurut arti bahasa, takzir merupakan mashdar (kata dasar) dari 
‘azzaro yang artinya menolak dan mencegah dari kejahatan, serta berarti 
menguatkan, memuliakan, membantu. Takzir pula memiliki arti pemberian 
pelajaran. Dikatakan dengan takzir, yaitu sebab hukuman sebenarnya 
mengahalangi pelaku yang dihukum agar tidak mengulangi perbuatan yang 
sama atau memberikan efek jera. Menurut kalangan fuqaha arti takzir 
adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Alquran maupun hadis 
mengenai dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak umat 
berfungsi memberikan pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya untuk 
tidak mengulangi perbuatannya lagi. Takzir juga sering disamakan oleh 
fuqaha dengan hukuman untuk setiap maksiat yang tidak dikenai dengan 
hukuman had atau kaffarat.
26
   
Secara terminologis takzir, adalah: 
a. Menurut Sayid Sabiq, takzir adalah tindakan yang tidak ada 
hukumannya dalam nash, hukuman yang kebijakannya ditentukan 
oleh pemerintah. 
b. Menurut Muhammad Daud Ali, takzir adalah perilaku pidana yang 
bentuk dan hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai 
pelajaran bagi pelaku jarimah takzir. 
c. Menurut Rusjdi Ali Muhammad, takzir adalah perilaku pidana yang 
jenis dan ketentuan hukumannya tidak diatur oleh nash. Ancaman 
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dan jenisnya didasarkan pada ijma’ berkenaan dengan hak negara 
untuk menetapkan ketentuan dan menghukum semua perbuatan 
yang menjadi penyebab kerusakan sosial, finansial, fisik, dan moral 
bagi individu maupun masyarakat secara menyeluruh. 
d. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, takzir 
adalah jenis hukuman yang ditentukan dalam qanun yang 
bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi 
dan/atau terendah. 
e. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, 
takzir adalah hukuman yang ditentukan pilihan dalam qanun 




Menurut istilah, takzir didefinisikan oleh Al-Mawardi adalah sebagai 
berikut: 
 
Takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas 
perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan 
oleh syara’. 
 
Wahbah Zuhaili memberikan definisi Al-Mawardi: 
أ  
Takzir menurut syara’ adalah hukuman yang 
ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak 
dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. 
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Dari definisi yang diurakan diatas sudah jelas bahwa takzir merupakan 
salah satu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya 
masih belum ditetapkan oleh syara’. Jarimah takzir dibentuk oleh 
perlakuan-perlakuan maksiat yang tidak dikenai hukuman h}ad maupun 
tidak dikenai kifarat. Dengan begitu, inti dari jarimah takzir adalah 
perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat adalah melakukan perbuatan yang 
dilarang oleh Allah Swt dan meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh 
Allah Swt. Menurut para fuqaha contoh melakukan perbuatan yang 
dilarang oleh Allah Swt adalah meninggalkan sholat fardhu, tidak 
membayar zakat, diberi amanat berkhianat, memanipulasi harta anak 
yatim, tidak mau membayar hutang padahal mampu, dan lain sebagainya.
28
 
Ciri-ciri jarimah takzir adalah: 
a. Tidak ada asas legalitas secara khusus, berarti jarimah takzir 
tidak membutuhkan ketentuan khusus, karena tidak adanya nash 
hukuman, tidak jelas, atau masih diperebatkan 
b. Bentuk dari perbuatannya merugikan orang lain 
c. Ketentuan hukumannya menjadi kewenangan dari pemerintah 
d. Jenis hukumannya beragam. 
 
2. Dasar Hukum Disyariatkannya Takzir 
Dasar hukum disyariatkannya takzir dalam beberapa hadis Nabi saw, 
dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut anatar lain yaitu:
29
 
a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim 
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 (Tirmidzi - 1337): Telah menceritakan kepada kami Ali bin 
Sa’id Al Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubrarak dari 
Ma’mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi 
saw pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepasnya, 
Beliau mengatakan: dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. 
Abu Isa berkata: Hadits Bahz dari ayahnya dari kakeknya adalah hadits 
hasan, Ismail bin Ibrahim telah meriwayatkan hadits ini dari Bahz bin 
Hakim dengan penjelasan yang lebih lengkap dan lebih rinci.
30
   
Hadis ini menerangkan mengeni tindakan Nabi yang menahan pelaku 
tindak pidana mempermudah dalam proses penyelidikan. Apabila tidak 
ditahan, ditakutkan orang tersebut akan melarikan diri, mengulangi 
perbuatan yang sama atau menghilangkan barang bukti. 
b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah 
 
(Abu Daud - 3894): Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah 
bin Sa’id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid 
bin Abu Habib dari Bukair bin Abdullah Ibnul Asyaj dari Sulaiman bin 
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Yasar dari ‘Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah dari Abu Burdah 
berkata, ‚Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: ‚Seseorang 
tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali deraan, kecuali pada 
penerapan hudud Allah Azza Wa Jalla.‛ Telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Amru bahwa Bukair Ibnul 
Asyaj menceritakan kepadanya dari Sulaiman bin Yasar ia berkata: 
telah menceritakan kepadaku ‘Abdurrahman bin Jabir bahwa Bapaknya 
menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Burdah Al Anshari 
berkata,‛Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda, lalu ia menyebutkan sebagaimana maknanya.‛
31
 
Hadis ini menerangkan mengenai batasan hukuman yang tidak boleh 
lebih dari sepuluh kali cambuk untuk membedakan dengan hudud. Menurut 
Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud 
adalah zina, pencurian, minum khamar, hirabah, qadzaf, murtad, dan 
pembunuhan. Selain jarimah tersebut, termasuk jarimah takzir. Msekipun 
ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti 
liwath (homoseksual), lesbian, dan lain sebagainya. 
c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah 
 
 (Ahmad - 23185): Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Abi ‘Ady dari Muhammad bin Ishaq dari Abdillah bin 
Abi Bakar dari ‘Amrah dari Aisyah berkata: ‚Ketika telah turun ayat 
bara’ah (yang menjelaskan bahwa Aisyah jauh dari tuduhan berzina), 
maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam langsung berdiri naik 
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(Ahmad - 24300): Telah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Zaid 
dari Muhammad bin Abu Bakr dari ayahnya dari Amrah dari Aisyah 
bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: 




Hadis ini menerangkan bagaimana teknis pelaksanaan hukuman 
takzir yang bisa jadi berbeda-beda pelaksanaanya, sesuai dengan status 
pelaku dan hal lainnya.
34
 
Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi takzir, yaitu adalah: 
a. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, takzir hukumannya 
wajib sama halnya dengan hudud karena berupa teguran yang 
disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara 
atau kepala daerah tidak boleh melalaikannya. 
b. Menurut Syafi’i, takzir hukumannya tidak wajib. Seorang kepala 
Negara atau kepala daerah boleh mengabaikannya bila hukum itu 
tidak menyatu dengan hak alami. 
c. Menurut Hanafiyah, takzir hukumannya wajib jika berkaitan dengan 
hak alami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba 
tidak dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak 
tersebut. Mengenai berkenaan tentang hak Allah, keputusannya 
bagaimana kata hakim. Bilamana hakim berpendapat ada kebaikan 
dalam penegakannya maka ia melakukan keputusan itu. Jika, menurut 
hakim tidak ada unsur kebaikan maka boleh ditinggalkan, maksudnya 
pelaku mendapat ampunan dari hakim. Seiring dengan Ibnu Al-
Hamam berpendapat ‚apa yang diwajibkan kepada imam untuk 
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menjalankan hukum takzir berkenaan dengan hak Allah ialah 
kewajiban yang menjadi wewenang dan ia tidak boleh 





3. Macam-macam Takzir 
Menurut hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah takzir. 
Penjelasannya adalah sebagai berikut: 
a. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah 
Berarti, segala perbuatan yang terkait dengan kebutuhan dan 
kebaikan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan 
bahan-bahan pokok, dan penyelundupan. 
b. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu 
 Berarti, tiap-tiap perbuatan yang berakibat kerugian pada orang 
tertentu, bukan banyak orang. Seperti, pencemaran nama baik, 
penghinaan, penipuan, dan pemukulan. Tujuan diberikan hak penentuan 
jarimah takzir dan sanksinya kepada pemerintah adalah agar mereka bisa 
mengatur masyarakat dan menjaga kepentingannya, dan dapat 
mengatasi kejadian yang sifatnya mendesak dengan sebaiknya. 
Takzir yang berkaitan dengan hak perorangan terjadi setiap 
orang dapat menghindarinya. Takzir dapat diturunkan kepada ahli waris 
korban jika tidak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia sudah akan 
mengajukan gugatan. 
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4. Sanksi Hukuman Takzir 
Hukuman takzir berbagai jenis, dari hukuman yang paling ringan 
hingga hukuman yang paling berat. Hakim diberi suatu kekuasaan untuk 
dapat memilih dan memberikan hukuman kepada pelaku jarimah, yakni 
hukuman yang sama dengan keadaan jarimah serta diri pembuatanya.
36
 
Hukuman-hukuman takzir adalah sebagai berikut: 
a. Hukuman mati  
Pada dasarnya menurut syariat Islam, hukuman takzir ialah 
untuk memberikan suatu pengajaran (ta’d<ib) dan tidak akan sampai 
memusnahkan. Karena sebab itu, dalam hukuman takzir tidak 
dianjurkan ada pemotongan anggota badan atau menghilangkan nyawa. 
Untuk jarimah takzir, hukuman mati ini dilakukan oleh para fuqaha 
secara bermacam-macam. 
Hanafiyah membolehkan kepada pemerintah untuk 
melaksanakan hukuman mati sebagai takzir dalam jarimah-jarimah 
yang jenisnya diancam dengan hukuman mati jika jarimah tersebut 
dilakukan secara berulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang 
dan menghina Nabi berulang kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, 
meskipun setelah itu ia masuk Islam. 
Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai takzir 
untuk jarimah tertentu, misalnya perbuatan yang mengakibatkan 
kerusakan di muka bumi. Pandangan ini juga diutarakan oleh sebagian 
fuqaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail. 
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Sebagian fuqaha Syafi’iyah memperkenankan hukuman mati 
sebagai takzir dalam kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang 
ajaran Alquran dan assunnah.
37
 
Hukuman mati dapat diterapkan sebagai sanksi takzir tertinggi, 
dalam pelaksanaannya harus ada syarat yang ketat. Syarat-syaratnya 
adalah sebagai berikut: 
1) Jika pelaku merupakan residivis yang hukuman-hukuman yang 
menjerat ia sebelumnya tidak dapat memberikan efek jera baginya 
atau tidak mengulanginya lagi; dan 
2) Perlu adanya pertimbangan agar memberikan manfaat kemaslahatan 
pada masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di 
muka bumi. 
Jadi berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi takzir yang 
tertinggi hanya diberikan pada pelaku jarimah yang berbahaya, yang 
berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau 
jika sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberikan efek jera pada 
pelaku pidana tersebut. 
b. Hukuman cambuk 
Hukuman cambuk termasuk tua dibandingkan dengan jenis-jenis 
pidana yang lainnya. Dalam literatur hukum pidana Islam, cambuk 
dapat disebut hukuman khas atau identik yang cenderung 
dipertahankan. Konsep hukuman cambuk ada dua yakni cambuk 
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sebagai hudud dan cambuk sebagai sanksi hukuman takzir. Dalam 
pandangan klasik, pengelompokkan sanksi dalam Islam terbagi menjadi 
tiga yakni hudud, qishash atau diyat, dan takzir. Sama halnya dengan 
pengelompokkan delik sendiri. Dari tiga jenis tersebut hudud adalah 
sanksi yang diterima apa adanya tanpa adanya penalaran. Melakukan 
hukuman ini sering dilihat sebagai bentuk ibadah dan tentu sarana 
penghapusan dosa. 
Terjadi beberapa perbedaan dikalangan fuqaha mengenai 
batasan tertinggi hukuman jilid dalam takzir. Menurut pendapat dari 
ulama Maliki, untuk batasan tertinggi diserahkan pada pemerintah yang 
berkuasa karena hukuman takzir harus berdasarkan atas kemaslahatan 
masyarakat dan tergantung pula berat ringannya perbuatan jarimah. 
Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batasan 
tertinggi hukuman jilid dalam takzir ialah 39 kali, dan menurut Abu 
Yunuf ialah 75 kali. 
Alat yang dipergunakan untuk hukuman jilid ialah cambuk yang 
pertengahan (sedang, tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil) 
atau tongkat. Pendapat ini pula diutarakan oleh Imam ibn Taimiyah, 
dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.
38
 
Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki bebearapa 
keistimewaan adalah sebagai berikut: 
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1) Hukuman cambuk dapat memberikan efek jera dan 
mempunyai daya menekan karena agar dapat langsung 
dirasakan secara fisik. 
2)  Hukuman cambuk dalam takzir tidak bersifat kaku, tetapi 
fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda-beda 
jumlah cambukannya. 
3) Penerapan hukuman cambuk sangat parktis dan tidak perlu 
mengelurakan dana yang banyak. 
4) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga keluarga yang 
terhukum tidak sampai terlantar. Setelah sanksi dilakukan, 
terhukum bisa langsung dilepas dan dapat kembali ke 
kehidupan seperti biasa. 
Sifat maupun cara pelaksanaan jilid ini masih diperselisihkan 
oleh kalangan fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai takzir dan 
dicambuk lebih keras daripada jilid dalam h{ad supaya dengan takzir 
orang yang terkena hukuman tidak akan menggulanginya lagi, disisi 
karena jumlahnya lebih sedikit daripada h{ad. Berbeda pendapat dengan 
ulama Hanafiyah yaitu dengan menyamakan sifat jilid dalam takzir 
dengan sifat jilid dalam hudud.
39
 
Bilamana orang yang dikenai hukuman takzir itu laki-laki lalu 
baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. 
Tetapi, bilamana orang yang dihukum itu perempuan maka bajunya 
tidak boleh dibuka, jika dibuka maka akan terlihat auratnya. 
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Pukulan atau cambukan tidak boleh mengarah ke muka, kepala 
dan kemaluan, melainkan diarahkan kebagian punggung. Imam Abu 
Yusuf menambahi tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, 
karena jika bagian itu terpukul akan dapat membahayakan keselamatan 
orang yang terhukum. 
Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jilid 
tidak boleh sampai membahayakan keselamatan jiwa orang yang 
terhukum. Cukup melukai yang membuat pelaku jarimah tersebut 
menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan 




c. Hukuman penjara 
Pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat khusus yang 
disediakan untuk menahan seorang pelaku. Tetapi setelah umat Islam 
bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, 
Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli sebuah rumah 
Shafwan ibn Umayyah untuk dijadikan penjara. Pada kebijakan 
Khalifah Umar, para ulama membolehkan pemerintah membuat 
penjara. Namun ada ulama lain tetap melarang adanya penjara, karena 
hal itu tidak ada pada masa Nabi maupun Abu Bakar. 
Hukuman penjara dapat dijadikan hukuman pokok dan dapat 
menjadi hukuman tambahan. Hukuman dalam syariat Islam dibagai 
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menjadi dua, yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktu dan tidak ada 
batasan waktunya. 
1) Penjara yang dibatasi waktunya 
Penjara yang dibatasi waktunya seperti hukuman penjara 
bagi pelaku pemakan riba, penghinaan dan lain-lain. Sebagian 
ulama’ seperti pendapat Imam Az-Zaili, yaitu lamanya penjara 
adalah dua bulan, atau tiga bulan atau bisa kurang maupun lebih 
semuanya diserahkan kepada hakim. Menurut Al-Mawardi hukuman 
penjara berbeda-beda tergantung dari besar atau beratnya pelaku 
perbuatan jarimah. 
Di kalangan para fuqaha tidak ada kesepakatan tentang batas 
tertinggi pada hukuman penjara. Menurut Syafi’iyah batas tertinggi 
hukuman penjara terbatas satu tahun. Mereka mengiaskan pad 
hukuman pengasingan pada pelaku had zina yang lamanya satu 
tahun dan hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman tersebut. 
Tidak semua ulama Syafi’iyah menyepakati pendapat tersebut, 
pendapat Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman yakni satu bulan atau 
enam bulan. Demikian dengan Imam Ibnu Al-Majasyum dari ulama’ 
Malikiyah yang menetapkan paling lama setengah bulan, dua bulan, 
atau empat bulan, tergantung dari harta yang ditahannya. 
2) Penjara yang tidak dibatasi waktunya 
Penjara yang tidak terbatas adalah berlaku secara terus-
menerus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia 
bertaubat atau yang biasa disebut hukuman mati. Hukuman penjara 
 


































seumur hidup biasa diberikan kepada penjahat yang sangat 
berbahaya. 
Contohnya seseorang yang menahan orang lain untuk 
dibunuh orang ketiga, atau yang mengikat orang lain kemudian 
melemparkannya kehadapan seekor harimau. Menurut Imam Abu 
Yusuf, apabila orang itu mati dimakan harimau, maka pelaku 
tersebut dikenai hukuman penjara seumur hidup (sampai orang itu 
mati didalam penjara). 
Hukuman penjara dapat diterapkan, atau sebagai hukuman 
tambahan. Apabila hukuman pokok tidak dapat memberikan efek 
jera atau bertobatnya orang terhukum.
41
 
d. Hukuman pengasingan 
Hukuman pengasingan ini biasanya diterapkan dalam hukuman 
h}ad, namundapat juga diterapkan dalam hukuman takzir. Diantara 
jarimah takzir yang dikenai hukuman pengasingan adalah orang yang 
berperilaku waria, yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan 
membuangnya Nashr ibn Hajjar, karena banyak wanita yang tergoda 
olehnya, walaupun ia tidak melakukan perbuatan jarimah. Selain itu, 
Umar juga pernah menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk pada 
Mu’an bin Zaudah karena memalsukan stempel Baitul maal. Mengenai 
tempat pengasingan, fuqaha berpendapat berikut: 
1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan adalah membuang 
pelaku dari negeri Islam ke negeri non Islam. 
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2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan 
adalah dibuang ke negeri satu ke negeri yang lain. 
3) Menurut Imam Al-Syafi’i, adalah jarak antara kota asal dengan 
tempat pengasingan sama dengan jarak perjalanan sholat qashar. 
Bilamana, pelaku diasingkan didaerah sendiri, pengasingan itu 
untuk menjauhkan jarak dari keluarga dan tempat tinggal. 
4) Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat dari Imam Malik, 
pengasingan adalah sama dengan dipenjarakan. Dalam hal ini 
sebagaimana mestinya hukuman membuang narapidana ke Pulau 
Nusa Kambangan telah memenuhi syarat yang dimaksud, menginat 
bahwa negara Indonesia ialah negara kepulauan yang mempunyai 
ribuan pulau kecil sehingga sangat tepat jika hukuman ini 
memanfaatkan pulau-pulau tersebut. Hukuman ini dilaksanakan 
sampai pelaku bertobat dan tahu akan kesalahannya dan di tempat 
pembuangannya ia patut diawasi supaya tidak melarikan diri.
42
  
e. Hukuman ancaman, teguran, ancaman 
Ancaman juga salah satu dari hukuman takzir, dengan petunjuk 
akan membawa hasil dan bukan sekedar ancaman kosong. Seperti 
halnya ancaman akan dicambuk, dipenjarakan, atau dihukum dengan 
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5. Tujuan dan Syarat-syarat Jarimah Tazir 
Syara’ tidak menentukan macam hukuman untuk setiap jarimah 
takzir, namun hanya menyebut kelompok hukuman mulai dari yang paling 
ringan hingga yang paling berat. Hakim diberi keleluasaan dalam memilih 
suatu macam jarimah. Jadi hukuman jarimah takzir tidak memiliki batasan 
tertentu. Tujuan pemberlakuan sanksi takzir adalah sebagai berikut: 
a. Preventif; mencegah orang lain agar tidak berbuat jarimah. 
b. Represif; membuat pelaku jera dan tidak akan mengulanginya 
lagi. 
c. Kuratif; melakukan perbaikan pada sikap pelaku. 
d. Edukatif; memberikan pendidikan dan pengajaran sehingga 
dapat memberikan perubahan pola dan perilaku pelaku.
43
 
Takzir berlaku pada seluruh orang yang berbuat kejahatan. 
Syaratnya ialah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, laki-laki atau 
perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap 
orang yang berbuat kerusakan atau mendatangkan kekacauan pada pihak 
lain dengan keterangan yang tidak dibenarkan, baik berbuat dengan 
perbuatan, ucapan, maupun syarat perlu diberi sanksi takzir supaya tidak 
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ANALISIS DATA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR: 
123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg 
 
A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg 
Tindak pidana pengangkutan hasil hutan secara ilegal adalah kegiatan 
yang melanggar Undang-Undang yaitu mengangkut hasil apapun dari hutan 
dapat berupa kayu gelondong, ranting-ranting kayu, kayu yang sudah diolah, 
atau kayu kecil yang berasal dari dalam hutan tidak disertai dengan surat-surat 
yang merupakan bukti keabsahan hasil hutan pada setiap bagian kegiatan 
dalam penatausahaan hasil hutan. Perbuatan pidana pengangkutan hasil hutan 
secara ilegal ini masuk dalam tindak pidana illegal logging.44 
 Kasus ini bermula pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 sekitar 
jam 15:30 WIB atau setidak waktu yang masih didalam tahun 2018, 
bertempat di kawasan hutan Perhutani petak 99 RPH Tanjung BPKPH 
Tanjung Ploso Timur KPH Jombang tanah turut Dusun Tanjung Desa Tanjung 
Wadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Terdakwa Sukanto bin Setu  
menebang kayu jati milik Perhutani Jombang tanpa ijin, awalnya Terdakwa 
ingin membuat pintu dapur di rumah Terdakwa selanjutnya terdakwa 
mempunyai niat untuk mengambil kayu di hutan lalu Terdakwa berangkat 
menuju hutan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari tegal milik 
Terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor lalu membawa alat berupa 
gergaji golok berukuran kecil dan pisau berukuran besar atau gaman, sampai 
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di kawasan hutan Perhutani petak 99 RPH  Tanjung BPKPH Ploso Timur 
KPH Jombang tanah turut Dusun Tanjung Desa Tanjung Wadung Kecamatan 
Kabuh Kabupaten Jombang, Terdakwa melihat ada pohon kayu jati yang 
roboh lalu Terdakwa memotong pohon tersebut menjadi 2 (dua) bagian 
dengan ukuran dua meter setelah selesai memotong, setalah itu kayu hasil 
potongan dinaikkan ke atas sepeda motor dan dibawanya pulang namun saat 
Terdakwa di perjalanan akan pulang keluar wilayah hutan, datang Petugas 
Perhutani sebanyak 3 (tiga) orang dan setelah itu menangkap Terdakwa. 
Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk 




B. Alat Bukti 
Agar dapat memperlihatkan suatu fakta maka diperlukan suatu alat-
alat bukti kehadapan pengadilan. Mengenai alat-alat bukti yang sah menurut 
pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, 
petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Berikut ialah alat bukti yang 
diakukan ke pengadilan dalam kasus ini: 
1. Keterangan saksi 
a. Saksi Kartono, yang bersaksi bahwa saksi sebagai Polhutmob KPH 
Jombang, yang bertugas mengawasi wilayah Hutan BKPH Ploso Timur 
KPH Jombang dari para penebang liar. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 
27 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam kawasan 
hutan perhutani petak 99 RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH 
                                                          
45
 Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor perkara: 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg, 2. 
 


































Jombang tanah turut Dusun Tanjung Desa Tanjung Wadung Kecamatan 
Kabuh, Kabupaten Jombang, saksi telah melakukan penangkapan oleh 
Terdakwa karena menebang hasil hutan. Saksi diberitahu oleh masyarakat 
ada orang yang menebang kayu jati dikawasan hutan kemudian saksi 
menghubungi saksi M. Arif M selaku Polmob Perhutani di wilayah RPH 
Tanjung BKPH Jombang untuk mengecek dan melakukan penyanggongan 
dan penangkapan terhadap orang tersebut sudah selesai melakukan 
penebangan. Terdakwa dihadang lalu ditangkap di jalan sedang 
mengangkut kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 2 buah dengan 
panjang masing-masing 2 (dua) meter (220 cm x 22 cm dan 220 cm x 19 
cm), pada saat pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan 
surat-surat yang sah dan ditemukan barang bukti sepeda motor merk 
KTM tanpa ada plat nomor yang digunakan untuk mengangkut, 1 buah 
gergaji kecil dan pisau. Kayu jati gelondongan yang diangkut Terdakwa 




b. Saksi M. Arif. N, yang bersaksi memberikan kesaksian yang serupa bahwa 
pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB 
diberitahu masyarakat ada orang yang menebang kayu jati dikawasan 
hutan kemudian saksi menghubungi saksi Kartono dan Supono selaku 
Polmob Perhutani untuk mengecek dan melakukan peyanggongan dan 
penangkapan terhadap orang tersebut, bahwa waktu penangkapan 
Terdakwa mengangkut kayu jati dalam bentuk glondongan sebanyak 2 
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batang dengan ukuran 220 cm x 22 cm dan 220 cm x 19 cm. Kayu jati 
yang diangkut Terdakwa tersebut selain tidak mempunyai surat-suratnya 
seperti SKSHH juga tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa 
sepengetahuan saksi ada proses persyaratan atau aturan dalam menebang 
kayu dalam kawasan hutan yaitu harus ada perintah penebangan yang 
dikeluarkan oleh administrator dari KPH Jombang, berdasarkan surat 
pengesahan rencana teknik tahunan yang dikeluarkan oleh biro 
perencanaan, setelah selesai menebang harus membayar restribusi 
provinsi Sumber Daya Usaha Hutan (PSDH), setahu saksi pula kayu jati 




     Bahwa saksi Heru Sutanto dipersidangan telah dipanggil oleh 
Penuntut Umum secara sah dan patut akan tetapi saksi tersebut tidak hadik 
dipersidangan untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar 
keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Heru 
Susanto, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
c. Saksi Heru Sutanto, yang bersaksi bahwa saksi sebagai Pegawai 
Perhutani dan jabatan saksi sebagai Penguji Muda KPH Jombang dengan 
tugas serta tanggung jawab saksi sebagai penguji kayu jati hasil tebang 
yang dilakukan diwilayah Jombang. Saksi mengetahui jika kayu yang 
ditebang berusia kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun. Bahwa 2 (dua) 
buah gelondongan kayu jati yang diangkut Terdakwa merupakan kayu jati 
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yang produktif, untuk mengambil kayu jati tersebut harus ada ijin dari 
Perhutani untuk kelengkapan suratnya yaitu Surat Perencanaan untuk 
tebang (RTT) dan harus ada surat perintah tebang (SP) yang dikeluarkan 
dari Kantor KPH Jombang, apabila dua surat tersebut belum ada maka 
tidak boleh dilakukan penebangan.
48
 
2. Keterangan Terdakwa 
Dihadapan persidangan terdakwa memberikan kesaksian pada 
hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB 
bertempat di dalam area Hutan ikut Desa Tanjung Wadung, 
Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang Terdakwa telah ditangkap 
oleh Petugas Kepolisian Perhutani karena mengangkut hasil hutan 
tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Awalnya Terdakwa 
berangkat ke tegal untuk membersihkan rumput ditanaman jagung 
milik Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang dari tegal 
menuju rumahnya karena Terdakwa ingin membuat pintu dapur 
selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil kayu di hutan 
selanjutnya Terdakwa kehutan dengan menggunakan sepeda motor 
yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tegal milik Terdakwa, 
selanjutnya Terdakwa melihat ada pohon jati yang roboh lalu 
Terdakwa memotong pohon jati tersebut menjadi 2 (dua) bagian 
dengan ukuran masing-masing 2 meter setelah selesai memotong lalu 2 
batang kayu jati tersebut, Terdakwa naikkan keatas sepeda motor lalu 
dibawah pulang saat perjalanan keluar hutan Terdakwa dihentikan oleh 
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Petugas Perhutani sebanyak 3 orang kemudian Terdakwa dibawa ke 
TPK Ploso lalu diserahkan ke pihak berwajib. Terdakwa mengangkut 
kayu jati tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah yang dikeluarkan 
oleh pihak yang berwenang.
49
 
3. Barang Bukti 
Adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa ialah: 
a. 1 (satu) buah gergaji 
b. 1 (satu) buah bendo/pisau besar 
c. 2 (dua) batang kayu jenis jati ukuran 220 cm x 22 cm dan 220 cm x 
19 cm 
d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KTM warna hitam tanpa plat 
nomor.  
 
C. Landasan Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam Menyelesaikan Kasus 
Mengangkut Hasil Hutan Secara Ilegal dalam Putusan Nomor 
123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta 
Barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling 
berkaitan sehingga ada persesuaian dan saling melengkapi. Dan berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memberikan 
landasan hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa berupa Pasal 
83 ayat (1) huruf b, ayat 3 UU RI nomor 18 tahun 2013 jo Pasal 12 huruf e, 
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UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Unsur Setiap Orang 
Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini 
adalah orang sebagai Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas 
perbuatannya, setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal 
identitas Terdakwa di Persidangan disertai juga dengan mendengarkan 
keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ditemukan 
fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di Persidangan adalah Sukanto 
Bin Setu sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat 
Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat Error in Persona; 
bahwa Terdakwa selama menghadiri Persidangan ini dapat memahami 
dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang 
diajukan kepadanya; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas 
unsur ‚Setiap Orang‛ telah terpenuhi.
50
 
2. Unsur Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan 
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para 
Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka 
diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada Hari, Kamis tanggal 27 
Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam kawasan 
hutan perhutani petak 99 RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH 
Jombang tanah turut Dusun Tanjung Desa Tanjung Wadung 
Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Terdakwa telah ditangkap 
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oleh Petugas Kepolisian Perhutani karena mengangkut hasil hutan 
tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (SKSHH). Menurut 
Terdakwa, awalnya Terdakwa berangkat ke tegal untuk 
membersihkan rumput ditanaman jagung milik Terdakwa sekitar 
pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang dari tegal menuju rumahnya 
karena Terdakwa ingin membuat pintu dapur selanjutnya Terdakwa 
mempunyai niat untuk mengambil kayu di hutan selanjutnya 
Terdakwa kehutan dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya 
kurang lebih 500 meter dari tegal milik Terdakwa, selanjutnya 
Terdakwa melihat ada pohon jati yang roboh lalu Terdakwa 
memotong pohon jati menggunakan gergaji menjadi 2 (dua) bagian 
dengan ukuran masing-masing 2 (dua) meter dengan rincian ukuran 
220 cm x 22 cm dan 220 cm x 19 cm setelah selesai memotong lalu 2 
batang kayu jati tersebut dinaikkan ke sepeda motor dan dibawa 
pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat yang bersamaan saksi Kartono 
dan Saksi M. Arif N diberitahu oleh masyarakat ada orang yang 
menebang kayu jati dikawasan hutan kemudian langsung 
menghubungi Supono selaku Polhutmob Perhutani. Saat Terdakwa 
diperjalanan mau keluar area hutan Terdakwa dihadang dan 
dihentikan oleh para saksi tersebut, saat itu Terdakwa sedang 
mengangkut kayu jati gelondong sebanyak 2 buah masing-masing 2 
(dua) meter, selanjutnya dilakukan penangkapan dan ditemukan 
barang bukti sepeda motor merk KTM tanpa ada plat nomor yang 
 


































digunakan mengangkut, 1 (satu) buah gergaji kecil dan pisau 
selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kabuh. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas 




3. Unsur Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 
dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang 
bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada saat dilakukan 
penangkapan oleh saksi Kartono dan saksi M. Arif N bersama anggota 
Polsek Kabuh dan saat ditanyakan surat-surat keterangan hasil hutan 
seperti SKSHH atas kayu yang diangkutnya tersebut, Terdakwa tidak 
dapat menunjukkan Suratnya. Berdasarkan keterangan saksi Kartono  
maupun saksi M. Arif N serta saksi Heri Sutanto bahwa dalam hal 
mengambil, memiliki, membawa ataupun mengangkut kayu jati yang 
diambil dari kawasan hutan harus dilengkapi surat keterangan sahnya 
hasil hutan atau SKSHH, selain itu juga harus ada izin dari pejabat 
yang berwenang. Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan 
kerusakan ekosistem yang dapat mengakibatkan bencana tanah 
longsor dan bahaya banjir, selain itu kejadian tersebut Perhutani 
mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 652.000,00 (enam 
ratus lima puluh dua ribu rupiah). 
                                                          
51
  Ibid., 16. 
 


































Berlandaskan penjabaran di atas, Majelis Hakim bersikap bahwa unsur-
unsur di atas terbukti telah terpenuhi oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa 
dibuktikan bersalah secara sah dan diyakini telah melakukan tindak pidana. 
 
D. Pertimbangan Hakim 
 Putusan hakim berhubungan dengan bagaimana hakim dalam 
mengutarakan suatu pendapat atau pertimbangan dari fakta-fakta juga alat 
bukti di persidangan dan ketentuan hakim dalam perkara tersebut. Oleh karena 
itu suatu perbuatan pidana dapat dipidana jika sudah terbukti secara sah dan 
telah terbukti. Dalam suatu putusan pengadilan harus ada pertimbangan-
pertimbangan dalam hal memberatkan atau meringankan suatu hukuman dan 
tindak pidana tersebut. Pertimbangan inilah yang nantinya dijadikan suatu 




Adapun hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dalam kasus 
mengangkut hasil hutan secara ilegal, dengan Terdakwa Sukanto bin Setu 
ialah sebagai berikut: 
Keadaan yang memberatkan: 
1. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian negara dan masyarakat 
2. Perbuatan Terdakwa memungkinkan kerusakan ekosistem. 
Keadaan yang meringankan: 
1. Terdakwa mengakui terus terang dan sopan dipersidangan 
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2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangin 
lagi 
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak. 
 
E. Putusan Hakim 
Mempertimbangkan Pasal 83 ayat (1) huruf b, ayat 3 UU RI Nomor 18 
tahun 2013 jo Pasal 12 huruf e, UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan 




1. Menyatakan Terdakwa Sukanto Bin Setu tersebut telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‚Mengangkut 
Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya 
Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dakwaan alternativ ketiga Penuntut 
Umum‛ 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana dendan sejumlah 
Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila tidak 
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) buah gergaji 
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 1 (satu) buah bendo/pisau besar 
 2 (dua) batang kayu jenis jati ukuran 220 cm x 22 cm dan 220 cm x 
19 cm 
 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KTM warna hitam tanpa plat 
nomor. 
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
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ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM MENGANGKUT HASIL HUTAN 
SECARA ILEGAL STUDI PUTUSAN NOMOR 123/PID.B/LH/2019/PN.Jbg  
 
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perkara 
Mengangkut Hasil Hutan Secara Ilegal Studi Putusan Nomor 
123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg  
Pertimbangan hakim adalah bagian terpenting dalam menetapkan 
suatu putusan agar terpenuhinya suatu putusan hakim yang mengandung suatu 
keadilan dan berisi suatu kepastian hukum. Dan dapat berisi suatu manfaat 
bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim harus 
disikapi dengan cermat, teliti, dan cermat.  
Dalam putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg menyebutkan 
bahwa seorang laki-laki bernama Sukanto bin Setu telah melakukam 
perbuatan tindak pidana mengangkut hasil hutan secara ilegal yang dilakukan 
pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 15:30 WIB, bertempat 
di kawasan hutan Perhutani petak 99 RPH Tanjung BPKPH Ploso Timur KPH 
Jombang tanah turut Dusun. Tanjung Desa Tanjung Wadung Kecamatan 
Kabuh Kabupaten Jombang. Pada saat itu pelaku akan membuat pintu dapur 
di rumahnya selanjutnya terdakwa mempunyai mempunyai niat untuk 
mengambil kayu di hutan dengan menggunakan sepeda motor merk KTM 
warna hitam tanpa plat nomor dan membawa alat berupa gergaji golok ukuran 
kecil dan pisau besar atau gaman. Terdakwa melihat ada pohon jati yang 
roboh lalu terdakwa memotong menjadi 2 bagian dengan ukuran dua meter. 
 


































Setelah dilakukan penelitian oleh polisi hutan kayu-kayu tersebut identik 
dengan pohon jati yang ada di petak 99 RPH Tanjung kawasan hutan BPKPH 
Ploso Timur KPH Jombang. Dan ketika ditanyai oleh petugas tentang surat 
keterangan sahnya hasil hutan yang seharusnya menyertai kayu tersebut, 
Sukanto bin Setu mengaku tidak memilikinya. Sebagai akibat dari perbuatan 
pelaku pihak Perhutani Jombang mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 




Dalam putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg Sukanto bin 
Setu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan 
sahnya hasil hutan, dan dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 7 
(tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Alasan Majelis hakim 
memutus perkara tersebut dengan pertimbangan unsur-unsur pada Pasal 83 
ayat (1) huruf b, ayat 3 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 jo Pasal 12 huruf e, UU 
RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. Terdapat hal-hal yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa telah 
menyebabkan kerugian negara dan masyarakat, dan perbuatan terdakwa pula 
memungkinkan kerusakan ekosistem., dan hal-hal yang meringankan, yakni 
terdakwa mengakui terus terang dan sopan dipersidangan terdakwa menyesali 
dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan 
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istri dan anak. Dalam persidangan pula Majelis Hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf.
56
 
Dalam kasus mengangkut hasil hutan secara ilegal yang terjadi pada 
putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg. 
majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam memutus perkara tersebut 
yang diutamakan harus melihat kepentingan dan kemaslahatan umat. Oleh 
karenanya sebelum menjatuhkan pidan pada terdakwa, majelis hakim 
mempunyai pertimbangan yang terlebih dahulu diurakan dalam putusan. 
Bahwasannya putusa yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai kurang 
memberikan ketegasan dan keseriusan hukum yang dapat menjerat 
terdakwanya. Dengan hukuman yang memberatkan dapat menimbulkan efek 
jera dan tidak mengulanginya lagi. Hukuman ini dirasa ringan karena dibawah 
minimal dari Undang-Undang yang diberlakukan, belum tentu menjamin 
pelaku untuk tidak berbuat seperti itu lagi di lain waktu terbukti dengan 
banyaknya kasus pembalakan liar di Indonesia hingga menyebabkan perlahan 
hilangnya hutan. 
Banyak faktor yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam hal 
tegaknya suatu keadilan, dan kepastian hukum. Hakim juga harus menjaga 
ketertiban dalm persidangan, menguasai hukum acara dan meteriil dan 
menjaga hak dari terdakwa itu sendiri. Dalam menjatuhkan putusan hakim 
terlebih dahulu harus tahu hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti 
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terdakwa terdahulu pernah atau tidak dihukum dan selain itu terdakwa juga 
belum menggunakan hasil kayu yang diangkutnya dari hutan.  
Namun tetap saja hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 
pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibawah 
minimal dari pasal yang dikenakan yakni, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan yang tercantum dalam pasal tersebut adalah hukuman 
minimal 1 (satu) tahun dan pidana denda minamal Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). Dan menyebabkan kerugian baik materiil maupun non 
materiil seperti menimbulkan hutan gundul, menyebabkan bencana alam, 
banjir dan tanah longsor, hilangnya tempat hidup satwa, mengubah iklim 
global dan lain sebagainya dari perbuatan tersebut. 
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Mengangkut Hasil Hutan Secara Illegal Studi 
Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg 
Perbuatan kejahatan yang melanggar hukum ialah tindakan yang 
diharamkan dalam syariat. Allah menahan terjadinya perbuatan kejahatan 
dengan menjatuhkan hudud (hukuman syar’i) atau takzir (saksi disiplin), bila 
perbuatan kejahatan hanya sekedar tuduhan pelakunya tidak dikenai hukuman 
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Kasus mengangkut kayu hasil hutan ilegal yang dilakukan oleh 
terdakwa yang bernama Sukanto bin Setu di kawasan hutan Perhutani petak 
99 RPH Tanjung BPKPH Ploso Timur KPH Jombang tanah turut Dusun 
Tanjung, Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, 
berupa 2 (dua) batang kayu jati ukuran 220 cm x 22 cm dan 220 cm x 19 cm. 
Kayu-kayu tersebut akan digunakan untuk membuat pintu dapur di rumah 
terdakwa. 
Menurut tinjauan Hukum Pidana Islam dalam perkara mengangkut 
kayu hasil hutan ilegal merupakan tindak kriminal yang berakibat pada 
kerusakan lingkungan. Perbuatan orang tersebut harus terpenuhi dalam 
berbagi unsur agar bisa disebut tindak pidana atau jarimah. Unsur dalam 
tindak pidana dibagi menjadi tiga, yakni:
58
 
1. Unsur formal ( ) 
Yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nash dan melarang 
perbuatan ancamannya dengan hukuman. Pada kasus tersebut pada Pasal 
12 huruf e yang ancaman hukumannya dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1\) 
Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. Yaitu tindak pidana menangkut hasil 
hutan secara ilegal yang dilakukan oleh terdakwa bernama Sukanto bin 
Setu. Dan di dalam hukum Islam sebagaimana dalam Alquran Surah Al-
Qasas Ayat 77: 
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Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jaganlah kamu lupakan 
bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jaganlah 
kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak 
menyukai orang yang berbuat kerusakan.
59
 
2. Unsur material ( ) 
Yakni sifat melawan hukum yang berbentuk perbuatan nyata atau 
tidak ada perbuatan. Perbuatan pelaku tersebut merupakan unsur material, 
di hukum positif disebut unsur objektif adalah perilaku yang sifatnya 
melawan hukum. Unsur ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang 
berupa mengangkut hasil hutan kayu secara ilegal.  
Bermula dari terdakwa yang mempunyai niat untuk membuat 
pintu dapur di rumahnya, setelah itu terdakwa berangkat menuju hutan 
dengan menggunakan sepeda motor dan membawa alat berupa gergaji 
golok ukuran kecil dan pisau besar/gaman. Sesampainya di hutan 
terdakwa melihat ada pohon kayu jati yang roboh lalu terdakwa 
memotong pohon tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan ukuran dua 
meter setelah memotong, kayu tersebut dinaikkan ke atas sepeda motor 
dan membawanya pulang. Saat perjalanan pulang keluar hutan, datang 
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petugas Perhutani yang kemudian menangkap terdakwa. Bahwa terdakwa 
tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan 
penebangan pohon hasil hutan tersebut. 
3. Unsur moral ( ) 
Yaitu pelakunya mukallaf, adalah orang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban dari perbuatan pidana yang diperbuatnya. Maksud 
mukallaf disini adalah orang yang sudah dianggap ‘a<qil dan ba<ligh. Di 
pertimbangan hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar atau alasan 
pemaaf, dari pertimbangan tersebut dapat dianggap sebagai mukallaf dan 
ba<ligh dan dapat dimintai tanggungjawab dalam perbuatannya.60 
Terdakwa termasuk mukallaf yang telah dianggap ‘a<qil dan 
‘ba<ligh karena termasuk orang berakal dan tidak gila, perbuatan terdakwa 
dilakukan dengan sadar dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta 
berjanji tidak mengulanginya lagi. Terdakwa sanggup bertanggungjawab 
atas perbuatan yang dilakukannya yaitu mengangkut hasil hutan secara 
ilegal dan menerima hukumannya. 
Sementara unsur khususnya yaitu terdakwa mengangkut hasil hutan 
kayu tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan atau tanpa izin dari pihak 
yang berwenang, yang hanya dimiliki oleh tindak pidana tertentu. 
Menurut penulis, hukuman untuk pelaku tindak pidana mengangkut 
hasil hutan secara ilegal ini merupakan perbuatan merusak lingkungan yang 
hukumannya adalah jarimah takzir. Perbuatan tersebut sudah menentang hak 
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Allah dan mengganggung ketertiban umum. Bentuk hukuman adalah takzir yang 
ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan untuk penentuan pelaksanaan 
hukuman diserahkan oleh pemerintah yang berwenang dan harus adil.
61
  
Yusuf Qardhawi pun menegaskan terkait dengan masalah pelestarian 
lingkungan untuk menerapkan hukuman sanksi yaitu berupa kurungan (takzir) 
untuk pelaku yang merusak lingkungan hidup yang diterapkan oleh pemerintah.
62
 
Putusan hakim belum sesuai dengan perundang-undangan yang 
dikenakan pada pelaku mengangkut hasil hutan secara ilegal yakni pada Pasal 83 
ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. Pelaku dikenakan hukuman dibawah minimal 
dari pasal tersebut yang aslinya minimal di pasal tersebut adalah 1 (satu) tahun 
penjara dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi terdakwa di 
hukum dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara dan denda Rp 500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). Dalam Hukum pidana Islam, dikenai takzir dan masuk dalam 
unsur formal yaitu perbuatan terdakwa bersalah karena mengangkut hasil hutan 
secara ilegal, dalam menjatuhkan hukuman Islam takzirnya diserahkan pada 
pemerintah yang berkuasa. Namun tidak boleh bertindak semena-mena karena 
sudah ada perundang-undangan sendiri yang mengatur tentang perbuatan 
terdakwa tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentan 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan hukumannya tercantum di 
Pasal 83 ayat (1). Seharusnya pelaku dihukum dengan hukuman minimal 1 (satu) 
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tahun penjara atau dihukum maksimal dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara, 



























































Dari beberapa uraian yang penulis telah bahas di atas, maka dapat 
diambil kesimpulan: 
1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 
123/Pid. B/LH/2019/PN.Jbg tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan 
secara ilegal yakni hakim menghukum kepada terdakwa yang bernama 
Sukanto bin Setu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana 
denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Putusan ini dibawah 
minimal dari pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa, seharusnya putusan 
yang diberikan hakim merujuk pada pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-
undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Padahal perbuatan terdakwa telah merugikan negara baik 
kerugian materiil maupun kerugian non materiil seperti longsor dan banjir. 
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus mengangkut hasil hutan 
secara ilegal dengan terdakwa yang bernama Sukanto bin Setu yang telah 
dijatuhi oleh hakim dengan pidan penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana 
denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ialah perbuatan 
perusakan lingkungan yang dikenai hukumannya adalah jar<imah takzir dan 
sistem hukumannya belum ditentukan oleh syara’. Sedangkan untuk 
menetapkan dan pelaksanaanya hukuman dipasrahkan kepada pemerintah 
(uli<l al-amr). Meskipun diberi wewenang untuk menentukan takzirnya 
 


































(hukuman), dalam penetapannya pemerintah juga tidak boleh semena-mena 
menetapkan hukuman karena sudah ada perundang-undangan yang 
mengatur tentang tindak pidana tersebut. Yaitu Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya diajukan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan setelah adanya kasus ini dan kasus lain yang berkaitan dengan 
perusakan hutan dan lingkungan dapat dijadikan sebuah pelajaran 
hendaknya kita semua supaya turut menjaga lingkungan dengan tidak 
melakukan tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, 
dan lingkungan sekitarnya. 
2. Diharapkan kepada penegak hukum mempunyai rasa keadilan dan 
kecermatan dalam memberikan hukuman untuk setiap tindak pidana 
khususnya pembalakan liar (Illegal Logging) dengan melihat beberapa 
aspek yang ditimbulkan bagi masyarakat umum dan kerugian bagi negara. 
Hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera untuk pelaku 
kejahatan dan agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama. 
3. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum 
dan pengusaha yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan 
tentang bagaimana pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan 
sekitar dan tidak melakukan eksploitasi kekayaan secara berlebihan. 
Dimana dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan tersebut sangat 
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